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Pada periode November 2019 sampai
Februari 2020, sejumlah 100
perempuan adat Papua di lima
lokasi—Kabupaten Boven Digoel dan
Unurum Guay, Kabupaten Jayapura di
Provinsi Papua; lalu Kebar, Kabupaten
Tambraw; Tomage, Kabupaten Fakfak;
dan Kabupaten Sorong di Provinsi
Papua Barat—terlibat dalam riset aksi
partisipatoris atau participatory action
research (PAR) yang difasilitasi oleh
AJAR dan Papuan Women’s Working
Group (PWGQ). Proses workshop
dalam PAR membuka kesempatan
untuk saling mendengar dan belajar
ketika para perempuan diajak untuk
merefleksikan cerita mereka, juga
isu-isu sosial dan lingkungan yang
mereka hadapi sehari-hari. Buku saku
ini disusun sebagai bagian dari hasil
dan temuan bersama dalam proses
riset dan terinspirasi dari pengalaman
para perempuan tersebut untuk
memfasilitasi dialog dan pembelajaran
di masa depan. Kami sangat
berterima kasih kepada para anggota
PWG dan relawan yang berpartisipasi



dalam proses belajar ini. Pihak-pihak tersebut
telah memberikan input yang sangat membantu
penyusunan buku saku ini. AJAR juga berterima
kasih kepada International Development
Research Centre (IDRC) atas kontribusinya
pada riset dan proses pembelajaran ini yang
mendukung pemenuhan hak-hak perempuan
Papua atas tanah mereka.



Papuan Women’s Working Group
(PWG) adalah kelompok informal
yang terbentuk tahun 2013 atas
inisiatif bersama AJAR, Lembaga
Studi dan Advokasi Hak Asasi
Manusia Papua (ELSHAM) Papua,
Lembaga Advokasi Peduli Perempuan
(eL_AdPPer), KPKC Sinode GKI di
Tanah Papua, Sekretariat Keuskupan
dan Perdamaian Keuskupan Agung
Merauke (SKP KAME), Belantara
Papua, Yayasan Humi Imane dan
individu-individu yang memiliki
perhatian pada perlindungan hak-hak
perempuan Papua. Dalam riset
partisipatoris kali ini PWG juga
bekerjasama dengan Lembaga
Bantuan Hukum Karya Kita Anak
Budaya (LBH Kaki Abu). Tujuan
pembentukan kelompok ini adalah, 1)
untuk memperkuat suara perempuan
korban kekerasan; 2) untuk
merumuskan langkah aksi lokal dalam
melawan impunitas; dan 3)
memperkuat pemahaman tentang
persoalan sosial ekonomi dan dampak
dari kekerasan yang dialami oleh



perempuan adat. Sejak berdirinya, PWG
bersama AJAR telah melakukan beberapa riset
partisipatoris, termasuk riset yang
menginspirasi buku saku ini, untuk mendorong
pemenuhan dan perlindungan hak perempuan
Papua.

Asia Justice and Rights (AJAR) adalah
organisasi non-profit yang berkedudukan di
Jakarta, Indonesia. AJAR memiliki misi untuk
meningkatkan kapasitas aktor lokal dan
nasional, khususnya organisasi korban, dalam
perjuangan melawan impunitas, dan turut
mendorong terwujudnya kehidupan yang
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, keadilan,
dan kemauan untuk belajar dari akar masalah
pelanggaran HAM. AJAR memfokuskan
kerjanya pada isu transformasi konflik, HAM,
pendidikan, dan penguatan komunitas di
kawasan Asia Pasifik. Untuk informasi lebih
lanjut, silahkan kunjungi http://asia-ajar.org.



Masyarakat Adat di Papua memiliki
hubungan yang erat tak terpisahkan
dengan hutan dan wilayahnya.
Hubungan itu tidak terbatas sebagai
ruang hidup, namun juga melingkupi
sistem ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat adat. Begitupun dengan
perempuan adat di Papua yang
memiliki ikatan kuat terhadap tanah
dan hutan sebagai penyambung
keberlangsungan hidup, untuk
memenuhi kebutuhan keluarga dan
komunitasnya.

Namun, keberadaan hutan alam di
Papua terus berkurang, bersamaan
dengan bertambahnya
industri-industri ekstraktif atau
perkebunan berskala luas di Papua.
Papua Women Working Group (PWGQ)
dan AJAR telah melakukan
serangkaian riset partisipatif di
Merauke, Sorong, Jayapura serta
Boven Digoel, Kebar dan Fakfak,
dengan melibatkan perempuan secara
aktif untuk memetakan permasalahan
yang mereka hadapi akibat



perampasan lahan berskala besar. Riset
tersebut menemukan bahwa banyak
masyarakat adat, khususnya perempuan adat,
yang kehilangan kebun, lahan, dan hutan
karena pengalihan pengelolaan oleh
perusahaan, kebijakan pangan pemerintah
maupun konflik bersenjata. Akses perempuan
untuk mengelola tanah dalam keluarga ataupun
suku pun menjadi terbatas. Keputusan
mengenai peralihan kepemilikan dan
penggunaan tanah juga tidak melibatkan
perempuan yang menyebabkan perempuan
Papua semakin rentan akan diskriminasi,
kekerasan dan kegagalan memenuhi kebutuhan
pokok keluarga.

Dalam interaksi antara AJAR dan PWG
bersama perempuan adat di Papua selama ini,
kami menyaksikan kekuatan dari perempuan
adat Papua dalam mempertahankan ruang
hidup mereka. Pada saat yang sama, kami
diyakinkan bahwa perjuang perempuan adat di
Papua harus selalu didukung dan didorong agar
memiliki kekuatan tambahan dalam meraih
keadilan bagi mereka. Buku ini kemudian ditulis
sebagai bagian dari manual Mama Menjaga
Tungku Api, ditujukan untuk menambah bekal



perempuan-perempuan adat di Papua untuk
bergerak merawat kekayaan alam, tanah, hutan
serta mempertahankan hak adat/ulayat mereka
sendiri. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi
alat belajar bagi perempuan Papua untuk
mengorganisasi diri agar bisa merawat dan
mempertahankan hak mereka atas tanah adat
mereka.
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Selama ini, sudah banyak aturan atau
pendapat untuk mengenali siapa itu
masyarakat adat. Namun, dari semua
aturan dan pendapat tersebut
terdapat kesamaan yang
menyebutkan bahwa suatu kelompok
disebut masyarakat adat jika memiliki
ikatan budaya yang kuat dan hidup
bersama di satu wilayah dengan
aturan mereka sendiri. Masyarakat
adat juga menguasai kekayaan dari
wilayah yang mereka tinggali. Salah
satu ciri utama dari masyarakat adat
adalah mereka memiliki identitas
politik dan budaya yang berbeda dari
masyarakat pada umumnya.
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Selain itu, masyarakat adat biasanya memiliki
ciri berkelompok, memiliki aturan dan tua-tua
adat yang menegakkan aturan adat, dan punya
wilayah adat. Masyarakat adat juga memiliki
hak untuk memanfaatkan sumber penghidupan
dari alam dan wilayah adat mereka untuk
pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
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Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa
suku-suku dan klan Orang Asli Papua
merupakan kelompok masyarakat Adat. Hal ini
karena Orang Asli Papua adalah orang yang
terdiri dari suku-suku asli dengan memiliki
identitas budaya dan politik. Suku-suku di
Papua juga hidup dalam wilayah tertentu dan



Bahan Diskusi bagi Perempuan Adat Papua

terikat serta tunduk kepada adat tertentu
dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara
para anggotanya.
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Hak-hak Masyarakat Adat

Sebagai kelompok yang diakui
keberadaanya, termasuk perbedaan
identitasnya, masyarakat adat
memiliki hak-hak yang melekat pada
dirinya. Seperti telah dijelaskan di
atas, salah satu penanda masyarakat
adat adalah adanya wilayah adat.
Oleh karena itu, hak terkait
masyarakat adat pasti akan mencakup
hak atas tanah mereka.
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Dengan demikian, jelas bahwa setiap
masyarakat adat memiliki hak untuk
menduduki dan mengolah sumber daya
alam dari tanah atau wilayah mereka
sendiri. Wilayah ini secara adat biasanya
dibuat berdasarkan ruang gerak atau
lingkup pengelolaan sumber penghidupan
anggota masyarakat adatnya. Ciri bahwa
wilayah itu menjadi wilayah adat adalah
adanya sistem kepemilikan tanah secara
komunal. Kepemilikan ini didasarkan pada
asal usul tempat tinggal nenek moyang,
yang dijaga kepala klan berdasarkan
sejarah sukunya. Masyarakat adat juga
mengelompokkan lingkungannya
berdasarkan status dan penggunaannya
sehari-hari; tempat sakral untuk ibadah,
tempat mencari nafkah, pemukiman, dan
sebagainya.

Namun, perlu diingat bahwa prinsip-prinsip
hak ulayat masyarakat adat di Papua
beragam. Ada masyarakat adat Papua yang
mengatur sistem hak ulayatnya melalui klan
dan ada juga kelompok yang mengatur hak
ulayatnya melalui keluarga inti.
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Selain jaminan untuk mengolah sumber daya
alam yang tersedia di wilayahnya, masyarakat
adat juga memiliki jaminan untuk tidak
dipindahkan dari wilayah hidup mereka. Ada
peraturan yang menyatakan tidak boleh ada
pemindahan masyarakat adat tanpa
persetujuan dari masyarakat adat secara bebas,
sadar dan tanpa paksaan.

S PASAL 10
MASYARAKAT ADAT TIDAK BOLEH DIPINDAHKAN SECARA PAKSA DARI
TANAH ATAU WILAYAH MEREKA. TIDAK BOLEH ADA RELOKASI YANG TERJADI
PA PERSETUJUAN BEBAS DAN SADAR, TANPA PAKSAAN DARI MASYARAKAT
G BERSANGKUTAN, DAN HANYA BOLEH SETELAH ADA KESEPAKATAN PERIH
GANTI KERUGIAN YANG ADIL DAN MEMUASKAN, DAN JIKA
MEMUNGKINKAN, DENGAN PILIHAN UNTUK KEMBALI LAGI

PERDASUS PAPUA NO, 22 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN
AN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT PAP

PASAL 9
(1) PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH DALAM
MEMANFAATKAN DAN MENGALIHKAN HAK MILIK MASYARAKAT HUKUM
ADAT UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN WAJIB MEMPEROLEH PERSETUJUAN -
RTULIS WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT DISERTAI PEHBE AN
KOMPENSASI ATAU GANTI RUGI.
DALM MEMANFAATKAN DA
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Masyarakat adat memiliki kuasa dalam
mengelola tanah adatnya dan memiliki kontrol
untuk menentukan pembangunan yang sesuai
dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
adat. Pembuatan keputusan yang berhubungan
dengan masyarakat adat harus didiskusikan
bersama masyarakat adat dan harus dilakukan
setelah adanya persetujuan dari masyarakat

10
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Seperti yang sudah diketahui bahwa,
semua tanah di Papua dimiliki oleh
masyarakat adat. Setiap bagian tanah,
air dan gunung diberi nama.
Masyarakat Papua sering
mengartikan tanah sebagai dusun,
dapur, tempat tumpah darah dan
mama, karena tanah dianggap
sebagail sumber penghidupan dari
Tuhan.

Masyarakat adat Papua menjalani
hidup dan melakukan banyak hal di
hutan. Mama-mama menokok sagu,
berburu binatang, melakukan ritual
adat, memungut tumbuhan untuk
obat atau dijual di pasar dan berbagai
kegiatan lain di hutan. Bahan
membuat noken dan kebutuhan
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sehari-hari lainnya juga banyak didapatkan di
hutan. Kemampuan mama-mama untuk
meramu obat-obatan, menganyam noken,
berkebun dan kegiatan lainnya yang dilakukan
di hutan kemudian diajarkan dan diteruskan
kepada generasi muda dari kelompok adat
mama-mama.

O

Meskipun memiliki peran yang besar dalam

merawat keberlangsungan tanah dan hutan, 14
keterlibatan perempuan dalam menentukan
keputusan atas tanahnya berbeda-beda di

setiap suku, ada yang bisa ikut bicara dalam
pertemuan adat dan ada yang bisa memiliki dan
menentukan keputusan atas tanahnya, namun

di beberapa suku perempuan tidak mendapat

hak untuk bersuara atau memiliki tanahnya.
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Perempuan sebenarnya memainkan peran kunci
dalam menjaga hutan dan kebun mereka, namun
secara adat hak mereka atas sumber daya alam
tidak diakui. Dalam riset yang dilakukan oleh
PWG di tahun 2017, ditemukan bahwa
seringkali lahan yang digunakan perempuan
untuk sumber makan keluarga dijual oleh suami
atau keluarga laki-laki tanpa melibatkan
perempuan. Pada saat yang sama, tanggung
jawab untuk menghasilkan makanan ada di
pundak mereka. Kondisi ini membuat beban
perempuan untuk menyediakan makanan
menjadi berat. Perempuan kemudian mencari
kerja l[ain dengan menjadi buruh, pembantu
rumah tangga atau pekerjaan kasar lainnya.
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Namun, perempuan juga sering menjadi
pemimpin dari komunitasnya dalam berjuang
melawan pihak luar yang mengancam wilayah
adatnya. Perempuan-perempuan ini bisa jadi
ada di banyak komunitas, namun sampai saat
ini cerita perjuangan mereka jarang didengar.
Oleh karena itu, penting untuk mencari tahu
cerita para perempuan yang memimpin
komunitas berjuang untuk mempertahankan
wilayahnya sebagai inspirasi.
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Untuk memahami secara lebih baik
tentang hak masyarakat adat, ada
baiknya juga mengetahui tentang hak
yang lebih mendasar, yaitu Hak Asasi
Manusia atau disingkat HAM. Sampai
saat ini, pengertian tentang Hak Asasi
Manusia terus berubah sesuai dengan
perkembangan pengetahuan dan
peristiwa yang terkait dengan
kemanusiaan di dunia ini. Tetapi
paling tidak dapat dikatakan bahwa
hak asasi manusia adalah hak dasar
yang dimiliki oleh setiap manusia
yang tidak dapat dicabut atau diambil
oleh siapapun.



Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM)

Pasal 1

“Semua orang dilahirkan merdeka dan
mempunyai martabat dan hak-hak
yang sama. Mereka dikaruniai akal dan
hati nurani dan hendaknya bergaul
satu sama lain dalam persaudaraan.”

Hak Asasi Manusia terdiri dari Hak Sipil Politik
(Sipol) dan Hak Ekonomi Sosial Budaya
(Ekosob). Yang dimaksud dengan Hak Sipil
Politik adalah hak yang bersumber dari
martabat seseorang sebagai manusia. Hak ini
meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapat
rasa aman, bebas dari penyiksaan dan
perlakuan tidak manusiawi, bebas dari
perbudakan dan kerja paksa, bebas bergerak
dan berpindah tempat, diperlakukan sama di
depan hukum, dan bebas berpikir.

Sementara hak Ekonomi Sosial Budaya adalah
hak-hak mengenai pemenuhan kebutuhan
dasar manusia, mulai dari tempat tinggal yang
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layak, jaminan akses pada sumber penghidupan,
lingkungan yang sehat, pendidikan, sampai
kesehatan.

Hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya
bukanlah pemisah dari Hak Asasi Manusia,
namun merupakan kumpulan hak yang
menyeluruh yang disandang oleh seseorang.

21
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Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM merupakan tindakan
pelanggaran terhadap kemanusiaan
atau hak dasar setiap orang yang
dilakukan oleh aparat atau lembaga
negara tanpa dasar atau alasan hukum
yang jelas. Dengan kata lain, seseorang
menjadi korban dari pelanggaran HAM
jika dia mengalami keadaan buruk atau
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kekerasan dari negara atau aparatnya yang
menyebabkan haknya atau martabatnya
terampas, seperti kehilangan hak atas ruang
hidupnya. Pelanggaran HAM juga terjadi jika
negara tidak melakukan perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan hak dasar
warganya.

23




Dalam beberapa kasus, pelanggaran HAM
terjadi sebagai tindak pelaksanaan dari sebuah
kebijakan. Pelanggaran HAM dapat juga terjadi
karena kebijakan yang ada tidak dapat
melindungi warganya dari kekerasan atau
kejahatan yang dilakukan aparat atau lembaga
negara. Pelanggaran seperti ini disebut sebagai
pelanggaran HAM yang sistematis. Bentuk
pelanggaran sistematis seperti ini biasanya
terjadi secara berulang-ulang dalam jangka
waktu yang panjang atau terjadi di banyak
tempat, yang disebut sebagai pelanggaran
HAM yang meluas. Pelanggaran HAM yang
bersifat sistematis dan meluas ini dinamakan
sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Pelanggaran HAM yang berat untuk
Kasus Wasior dan Wamena

Pada kurun waktu antara 2001 dan
2003 terjadi dua peristiwa kekerasan
yang melibatkan aparat keamanan
terhadap penduduk sipil. Peristiwa
pertama terjadi pada 13 Juni 2001 di
Distrik Wasior, Teluk Wondama, ketika
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Untuk penyelesaian pelanggaran
HAM, banyak upaya yang perlu
dilakukan agar pelaku dihukum dan
hak korban pelanggaran HAM
dipulihkan. Oleh sebab itu, beberapa
hal yang perlu dilakukan antara lain;
pencarian kebenaran mengenai
peristiwa pelanggaran HAM yang
terjadi; menuntut mereka yang
bertanggung jawab untuk diadili, ini
dapat dilakukan melalui mekanisme
peradilan umum dan peradilan HAM
Ad Hoc; memperbaiki hidup dan
martabat korban (reparasi); dan
menjamin peristiwa itu tidak akan
berulang lagi, yang bisa dilakukan
dengan merombak lembaga-lembaga
yang terlibat dalam pelanggaran HAM
tersebut.

Sebagai salah satu usaha untuk
menjamin hak-hak perempuan korban
kekerasan dan pelanggaran HAM,



pemerintah Provinsi Papua membuat Perdasus
No. 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang
pemulihan hak perempuan Papua korban
kekerasan dan pelanggaran HAM. Perdasus ini
mengatur apa saja hak-hak yang harus
didapatkan perempuan korban, seperti
rehabilitasi, ganti rugi, jaminan hidup dan hak
atas kebenaran. Perdasus ini juga mengatur
kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah
Daerah Papua dalam pemenuhan pemulihan
hak-hak perempuan korban.

Namun, dalam banyak kasus pelanggaran
HAM, ditemukan kesulitan untuk mengadili
pelaku. Hal ini seringkali terjadi karena orang
atau pihak yang menjadi pelaku adalah pihak
yang memiliki kuasa yang besar sehingga
mereka dapat menutupi fakta yang sebenarnya
dan juga mengontrol lembaga-lembaga yang
seharusnya melindungi dan menegakkan HAM.
Akhirnya para pelaku mendapatkan kekebalan
hukum dan tidak dapat dihukum. Kondisi ini
disebut sebagai impunitas.



Tanah adat yang luas dan subur
menjadi sasaran perusahaan atau
pihak luar untuk diolah dan diambil
kekayaannya. Pemerintah Indonesia
memiliki kebijakan untuk memberikan
konsesi atas wilayah hutan kepada
perusahaan, yaitu pemberian izin
pengusahaan hutan atau izin
pemanfaatan hasil hutan. Dengan izin
konsesi ini, sebuah perusahaan
memiliki hak untuk mengelola suatu
kawasan hutan selama kurun waktu
tertentu. Perusahaan tersebut dapat
mengambil kayu atau menanam
tanaman lain seperti kelapa sawit,
jagung, padi atau lainnya dalam skala
yang luas.



Ketika mengelola hutan, perusahaan tersebut
diwajibkan untuk melakukan perawatan hutan
dan pembinaan serta pelibatan masyarakat di
wilayah pengelolaan. Namun, kewajiban ini
biasanya tidak dilakukan oleh perusahaan. Hal
ini dapat terjadi karena terdapat banyak
ketidakjelasan atau tumpang tindih peraturan
soal konsesi, misalnya soal tumpang tindihnya
pihak yang berwenang memberi izin.

Salah satu izin yang diberikan pemerintah
kepada perusahaan untuk pemakaian tanah
adalah Hak Guna Usaha (HGU). HGU diberikan
kepada perusahaan yang akan memakai tanah
negara untuk pertanian, perikanan dan
peternakan. Hak ini diberikan dengan jangka
waktu hak 25 tahun atau 35 tahun dan bisa
diperpanjang selama 25 tahun. Namun, jika
sudah diperpanjang, perusahaan tetap bisa
mendaftarkan kembali tanah tersebut,
memperpanjang izinnya dan begitu seterusnya.
Dalam beberapa kasus, negara memberi HGU
kepada perusahaan atas tanah yang ditempati
masyarakat. Ini menyebabkan perampasan
lahan dan tergusurnya masyarakat yang
menempati lahan tersebut. Untuk menghapus
HGU sebuah perusahaan, masyarakat harus
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mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Selain itu, pemberian konsesi ini membuat
ruang hidup masyarakat menjadi sempit. Bagi
masyarakat adat yang ruang hidupnya di hutan
secara turun temurun, penyempitan wilayah
hutan mereka membuat hilangnya sumber
penghidupan mereka. Permasalahan menjadi
lebih besar jika jumlah kompensasi atas
pengambilalihan tersebut tidak memadai. Di
banyak tempat, termasuk pada masyarakat
adat di Papua, pengambilalihan lahan bahkan
dilakukan secara paksa atau memberi janji 32
palsu (tipu-tipu).




Perusahaan ataupun pihak luar yang ingin
mengambill tanah dalam skala besar tanpa
pemberian kompensasi, seringkali melakukan
hal-hal seperti mengakali kebijakan atau
peraturan, memberikan janji-janji manis pada
saat negosiasi, atau menggunakan kekerasan
dan pemaksaan. Janji-janji yang sering
dilakukan adalah dengan membagikan sejumlah
uang kepada tokoh masyarakat, memberikan
sarana kesehatan, pendidikan atau penyediaan
lapangan kerja. Tetapi dalam jangka panjang,
semua sarana itu tidak dapat menggantikan
kerugian yang diderita masyarakat adat karena
hilangnya hutan mereka.

Pada tahun 2010, PT. RML di
Kabupaten Jayapura mulai melakukan
pembukaan lahan. Agar mendapatkan
persetujuan masyarakat adat untuk
pemakaian wilayah adatnya, PT. RML
bertemu dengan Ondo-ondo
kampung dan membawa Ondo-ondo
ke Riau untuk melihat kondisi
perkebunan PT. RML di sana.
Perkebunan PT. RML di Riau terlihat
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Dampak dari Hilangnya Lahan bagi
Perempuan

Perampasan lahan untuk diolah
menjadi perkebunan berskala luas
atau tambang di Papua menimbulkan
persoalan yang sangat genting karena



mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan.
Mulai dari banjir, hilangnya sumber bahan
makanan dan obat-obatan tradisional,
pencemaran air dan sungai, dan hilangnya
hewan-hewan khas Papua seperti burung
kasuari, cendrawasih, kakatua. Rusaknya hutan
mengakibatkan rusaknya hubungan spiritual
masyarakat adat dengan wilayahnya.
Kerusakan hutan juga mempengaruhi kondisi
kesehatan masyarakat adat, terutama
perempuan dan anak, karena air dan makanan
yang tercemar.

Perempuan adat mendapat dampak yang
cukup besar dari hilangnya hutan, mereka
menjadi rentan mengalami kekerasan karena
hilangnya pencaharian dan konflik sosial antar
masyarakat adat karena kehadiran perusahaan.
Mama-mama yang melakukan banyak kegiatan
sehari-harinya di hutan, seperti mencari bahan
makanan, obat-obatan dan bahan membuat
noken, tidak bisa melakukan hal-hal tersebut
jika hutan dan wilayah adatnya dirusak dan
dirampas. Mama-mama juga tidak bisa
mengajarkan pengetahuan mereka mengenai
hutan kepada generasi muda. Perampasan
lahan yang sering kali dilakukan dengan
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kekerasan juga meninggalkan trauma bagi
perempuan adat korban perampasan lahan,
baik karena mengalami kekerasan itu sendiri
atau menyaksikan kekerasan dan penangkapan
anggota keluarga mereka.




Setelah membaca dan berdiskusi
tentang siapa masyarakat adat dan
mengidentifikasi apa saja persoalan
masyarakat adat, sekarang saatnya
berdiskusi tentang apa saja yang bisa
dilakukan untuk menghadapi
persoalan-persoalan tersebut. Bagian
ini akan mendiskusikan tentang
advokasi.

Lalu, apa itu advokasi?

Advokasi adalah kumpulan tindakan
atau cara yang dibuat oleh
masyarakat untuk membela hak-hak
masyarakat yang dirampas, dengan
melibatkan seluruh anggota
masyarakat. Tindakan atau cara-cara
tersebut dilakukan dengan terencana
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dan terorganisir untuk mengubah kebijakan
yang merugikan masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan terencana dan
terorganisir itu? Yaitu tindakan yang memiliki
tahapan dan langkah yang jelas. Di setiap
langkah atau tahapan tersebut memiliki tujuan
atau target untuk dicapai, sampai nantinya
tujuan utama masyarakat akan tercapai jika
seluruh langkah tersebut berhasil dilakukan.
Dalam membuat langkah dan tahapan, perlu
juga ditentukan apa saja kebutuhan, siapa yang
melakukan, dan kapan langkah tersebut
dilakukan.




Dalam melakukan kerja advokasi, perlu diingat
bahwa advokasi adalah proses yang dapat
berubah-ubah karena melibatkan banyak
agenda kegiatan, pihak yang terlibat, dan
gagasan yang harus menyesuaikan dengan
perubahan situasi. Untuk itu, penting untuk
memperhatikan langkah-langkah advokasi dan
memahaminya secara bersama, yaitu:

Bicarakan persoalan yang dihadapi
untuk bersama-sama melihat dan
mendiskusikan persoalan yang dialami
oleh anggota masyarakat. Hal ini
dilakukan agar anggota masyarakat
dapat memahami dan menemukan akar
persoalannya. Dalam diskusi ini, suara
atau pendapat mama-mama dan anak
muda sangat penting untuk
didengarkan, karena biasanya mereka
adalah pihak yang paling besar terkena
dampak dari persoalan yang ada di
masyarakat. Penting juga untuk
mengetahui pandangan dari para tetua
adat.



Salah satu metode untuk mengenali
persoalan dengan baik adalah dengan
melakukan analisis sosial (Ansos).
Lewat analisis sosial, masyarakat akan
mendapatkan gambaran lengkap
tentang situasi sosial, alam, budaya,
sejarah dan hubungan antarkelompok
masyarakat di lingkungan kita. Dengan
melihat berbagai aspek tersebut,
masyarakat kemudian dapat
menentukan kemungkinan
strategi-strategi yang dapat dilakukan
dan tujuan yang ingin dicapai.
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Penting sekali untuk mengumpulkan
data yang terkait dengan persoalan
yang ada dari berbagai sumber agar
menjadi bahan analisa lebih lanjut.
Berbagai data tersebut dapat berupa
pengalaman anggota masyarakat dalam
mengelola wilayahnya,
peristiwa-peristiwa penting yang
mengubah kondisi masyarakat, atau
aturan-aturan adat yang telah berjalan
turun temurun.

Proses pengumpulan data dapat
dilakukan lewat wawancara atau
diskusi dengan anggota masyarakat.
Perempuan adat akan menjadi
narasumber penting dalam
pengumpulan data ini karena
perempuan adat adalah orang yang
memiliki peran mengelola dan menjaga
sumber penghidupan masyarakat. Data
yang dikumpulkan paling tidak
melingkupi hal-hal di bawah ini:



Pengetahuan mama-mama mengenai
wilayah adatnya

Sejarah kampung atau suku

Sumber penghidupan/ekonomi
masyarakat di kampung
Lembaga-lembaga adat yang ada di
masyarakat

Penggunaan kebun dan ladang di
wilayah adat tersebut

Masalah tanah yang terjadi di kampung
Akibat yang ditimbulkan dari persoalan
tersebut (apakah ada kerusakan
lingkungan yang terjadi, berkurangnya
hutan obat, hutan sumber makanan,
konflik kampung, dll)

Pelanggaran hak yang ditimbulkan
(apakah ada hak masyarakat adat,
hak-hak perempuan, keluarga yang
dilanggar? Siapakah yang melakukan
pelanggaran tersebut?)

Kekuatan, kelemahan, peluang dan
tantangan yang ada dalam komunitas
Siapa saja pihak yang terlibat dalam
persoalan tersebut (apakah ada peran
pemerintah? Perusahaan? Suku lain?)
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Untuk mengetahui mengenai sejarah kampung,
asal-usul, struktur lembaga adat di kampung,
mama-mama dapat mewawancarai tetua dan
Ondo-ondo di kampung. Mama-mama juga
dapat melakukan wawancara kepada anggota
kampung lainnya untuk mengumpulkan cerita
tentang pelanggaran hak yang dialami akibat
dari persoalan tanah di kampung

45

Tips-tips melakukan wawancara:

1. Tentukan topik pembicaraan
Tentukan tema dan
informasi-informasi apa yang
ingin didapatkan dalam
wawancara ini, misalnya: sejarah
adat, peristiwa perampasan
lahan, dll
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Pengumpulan data juga dapat dilakukan untuk
mendapatkan informasi tentang kasus
perampasan lahan.

48
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Untuk mengumpulkan informasi yang sudah
didapatkan dan mendapat gambaran tentang
tempat kejadian, mama-mama dapat membuat
peta komunitas berisikan sumber pangan dan
tempat-tempat penting secara sosial dan
lingkungan dalam wilayah adat, seperti lokasi
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pelanggaran HAM dan konflik, daerah yang
biasa digunakan oleh laki-laki dan perempuan,
peta lingkungan (seperti hutan, mata air,
sungali, danau, hutan obat, tempat ritual, pasar,
lahan yang digunakan perusahaan),
batas-batas wilayah adat, dan lokasi penting
lainnya yang berhubungan dengan mata
pencaharian dan budaya. Proses pembuatan
peta kampung dapat dilihat dalam manual
Mama Menjaga Tungku Api.
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Setelah mendiskusikan persoalan,
menemukan akarnya dan dampaknya
pada mama-mama dan anggota
masyarakat, serta mempelajari data
yang telah terkumpul, maka kini saatnya
untuk merumuskan tujuan advokasinya.
Dalam merumuskan tujuan, paling tidak
kita bisa menentukan hasil advokasi
yang diharapkan, baik tujuan dalam
jangka pendek atau jangka waktu yang
lebih panjang, seperti kompensasi,
akses layanan, atau bahkan
pengembalian tanah; dan tujuan jangka
panjang seperti dibentuknya
mekanisme perlindungan hak
masyarakat adat.

Buatlah daftar hal-hal yang perlu
dilakukan untuk menjalankan agenda
advokasi yang sudah dirumuskan
sebelumnya. Kemudian kumpulkan
kemampuan dan sumber daya yang



dimiliki masyarakat. Jika ada hal-hal
yang belum dimiliki masyarakat atau jika
ada hal-hal yang belum diketahui oleh
masyarakat, maka masyarakat perlu
untuk mengajak pihak dari luar untuk
menjadi sekutu (pihak yang dapat
bekerja bersama) dalam advokasi ini.
Buat juga daftar pihak-pihak yang dapat
dilibatkan dalam advokasi ini, seperti
Komnas HAM, Komnas Perempuan,
Pemerintah Daerah, LSM, dan
sebagainya. Organisasi atau pihak yang
diajak terlibat dapat dikelompok kepada
sekutu jangka pendek yang biasanya
bekerja sama untuk hal-hal yang teknis
atau dalam kegiatan tertentu saja. Ada
juga pihak yang diajak sebagai sekutu
jangka panjang untuk bersama-sama
membangun hal-hal strategis.
Kumpulkan juga informasi-informasi
yang berhubungan dengan
mama-mama, kampung dan persoalan
yang dialami. Misalnya, berbagai
peraturan pemerintah, terutama pada
tingkat lokal (kecamatan, kabupaten,
provinsi) yang langsung mempengaruhi
kampung dan kehidupan mama-mama,
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termasuk rencana-rencana
pembangunan atau penanaman modal
di daerah itu, juga hasil-hasil penelitian
mengenai daerah setempat.
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Membuat strategi bersama berisi
‘ tindakan-tindakan yang akan

dilakukan.

Setelah itu, buatlah rencana

tindakan-tindakan apa saja yang akan

dilakukan dan bagaimana cara



melakukannya. Perlu diingat bahwa
dalam merumuskan rencana ini, banyak
sekali cara atau bentuk tindakan yang
bisa dilakukan. Cara-cara yang dipilih
sebaiknya berdasarkan pada
kemampuan dan sumber daya yang
dimiliki oleh masyarakat sehingga
cara-cara tersebut realistis untuk
dilakukan.

Di bawah ini terdapat beberapa contoh
dalam melakukan agenda advokasi.
Sekali lagi perlu diingat bahwa
cara-cara yang ada di buku ini hanya
sedikit dari sekian banyak cara dan
tindakan advokasi. Banyak contoh
tindakan-tindakan yang dapat
dilakukan, mama-mama bisa melihat
contoh-contoh dari daerah lain yang
memiliki pengalaman serupa.

Lobi adalah proses pertemuan dua
pihak atau lebih untuk menyampaikan
pandangan dan tujuan kelompok
masyarakat untuk mencari jalan keluar
dari masalah yang dialami kelompok



tersebut. Ketika ingin melakukan lobi,
mama-mama harus menentukan
terlebih dahulu topik yang akan
dibicarakan, kemudian menentukan
pihak yang tepat untuk diajak berdiskusi
mengenai hal itu, bisa pihak
perusahaan, anggota DPRD, dan
lainnya. Lobi bisa dilakukan dalam
berbagai bentuk seperti:

Pertemuan tatap muka antar pihak
Surat tertulis yang ditujukan ke
pihak tertentu secara pribadi

Surat terbuka

Pernyataan terbuka

dll
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Ketika mama-mama dan anggota
masyarakat menjadi korban
perampasan lahan, penipuan atau
korban pelanggaran hak lainnya,
mama-mama dapat melaporkan
kejadian tersebut kepada
lembaga-lembaga seperti Ombudsman,
Komnas HAM, Komnas Perempuan atau
LSM yang menyediakan pendampingan
hukum seperti LBH Papua, LBH Kaki
Abu, dan lainnya. Saat melaporkan
peristiwa tersebut diusahakan
mama-mama sudah membawa
kronologi peristiwa dan bukti-bukti
lainnya.

Seperti judulnya, naskah yang disusun
ini adalah naskah yang bersifat ilmiah
untuk memberikan bahan pertimbangan
dalam proses pembuatan peraturan
yang dilakukan oleh negara. Namun
begitu, masyarakat dapat bekerja sama
dengan pihak lain yang memiliki
kemampuan untuk mendampingi
penyusunan naskah akademik. Naskah



akademik biasanya berisi rumusan
persoalan dan cara-cara mengatasi
persoalan tersebut.

Pembangunan kesadaran dapat
dilakukan dengan cara yang menarik
dan menyenangkan, seperti dengan
membuat kegiatan-kegiatan di
kampung. Mama-mama dapat
membuat kegiatan untuk
memperkenalkan dan melanggengkan
pengetahuan adat. Hal-hal yang
penting diperhatikan dalam membuat
kegiatan ini adalah:

1. Membahas tentang pengetahuan
adat di kampung, seperti noken
yang menjadi simbol kekuatan
mama-mama.

2. Membahas tentang hak-hak
masyarakat adat

3. Melibatkan anak-anak muda

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat
berupa lomba, nonton bareng, diskusi,
dan lain-lain.



Masyarakat adat dapat mendaftarkan
tanah adatnya kepada pemerintah
untuk ditetapkan sebagai wilayah adat,
atau disebut juga Masyarakat Hukum
Adat Papua (MHA Papua). Penetapan
wilayah dan tanah adat ini dimaksudkan
untuk menjamin adanya pengakuan dari
pemerintah terhadap ruang hidup
masyarakat adat, termasuk memastikan
masyarakat adat mendapat
perlindungan dalam mengelola sumber
daya alam di wilayah adatnya. Aturan
mengenai penetapan tanah adat ini
terdapat dalam dua Peraturan Daerah
(Perda), yaitu:

Peraturan Daerah Khusus Provinsi
Papua Nomor 22 Tahun 2008
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Masyarakat Hukum Adat Papua

Pasal 2
(1) Pemerintah Provinsi atau

Kabupaten/Kota memberikan
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perorangan warga masyarakat
hukum adat atas tanah yang
bersangkutan

Jika membaca pasal-pasal dalam dua
Perda di atas, maka secara ringkas alur
pengajuan untuk penetapan tanah adat
diawali dengan mengajukan permohonan
kepada Bupati/Walikota yang dalam
permohonan itu terdapat keterangan
tentang wilayah, aturan dan lembaga adat,
dan penjelasan tentang hubungan
masyarakat dengan wilayahnya. Bupati
atau pemerintah daerah akan melakukan
penelitian untuk memeriksa kondisi
wilayah adat. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut, Bupati atau pemerintah daerah
akan mengeluarkan keputusan tentang
wilayah adat, juga mengajukan permintaan
kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)
untuk melakukan pengukuran dan
pemetaan, lalu kemudian dimasukan ke
dalam peta dasar.



Alur penetapan MHA
dan hak ulayatnya
Di provinsi Papua
Berdasarkan Perdasus 22/2008 dan Perdasus 23/2008

Kriteria MHA:

1. Ada wilayah adat
2. Ada norma-norma hukum, struktur dan kelembagaan adat

3. Ada hubungan saling ketergantungan bersifat religi antara mha
dengan wilayah adat

2. WALIKOTA MENETAPKAN PERHA MHA

Perda MHA

Walikota

\

1. MENGAJUKAN

PERMOHONAN Panitia Penelitian

- -
£z 4. MELAKUKAN
PENELITIAN

Masyarakat _
Adat
Kpts Bupati ' , ';
Hak Ulayat b me KR
' Wilayah Adat
Kantor Pertanahan < !
kabupaten/kota/
provinsi 7 PENGUKURAN DAN PEMETAAN

*MASYARAKAT HUKUM ADAT
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Pengalaman Pengorganisiran Rakyat di
Asia Tenggara, INSIST Press, Yogyakarta:
2004.

Roem Topatimasang, Mansour Fakih dan
Toto Rahardjo, Mengubah Kebijakan Publik
(Panduan Pelatihan Advokasi), INSIST
Press, Yogyakarta: 2016.
https://www.mongabay.co.id/2020/08/07/u
paya-perempuan-adat-papua-jaga-hak-wil
ayah-mereka/ diakses pada 2 Februari
2021



15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan
dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
di Kabupaten Teluk Bintuni
(https://jpanahpapua.or.id/uploads/1/1/5/6/1
15636757 /perda_ppmha_opt.pdfO

Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim
Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM
yang Berat di Papua)



1. Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM)
JI. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4,
Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10310
Telp: (021) 3925230
e-mail: info@komnasham.go.id

2. Kantor Perwakilan Komnas HAM
Provinsi Papua
JI. Soasio, Dok V Bawah Jayapura,
Papua
Telp: (0967) 521592
e-mail:
perwakilan_papua@komnasham.go.id

3. Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan)

JI. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4,
Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10310

Telp: (021) 3903963

e-mail: mail@komnasperempuan.go.id



. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK)

JI. Raya Bogor No.KM. 24 No. 47-49, RT.6/RW.1,
Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750

Telp: (021) 29681560

e-mail: Ipsk_ri@lpsk.go.id

. Ombudsman Papua

JI. Ardipura |, Kelurahan Ardipura, Distrik
Jayapura Selatan, Kota Jayapura

Telp: (0967) 5185815

Whatsapp: 08112673737

e-mail: pengaduan.papua@ombudsman.go.id

. Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH
Papua)

JI. Gerilyawan No. 46, Yobe, Abepura, Kota
Jayapura, Papua 99351

Telp: 0813-5410-3063

. Lembaga Bantuan Hukum Karya Kita Anak
Budaya (LBH Kaki Abu)

JI.Bangau 2 RT 01 RW 03 Kel.Malaingkedi.
Dis.Malaingkedi, Kota Sorong, Papua Barat Kode
pos: 98412

Email: Ibh.kakiabu@gmail.com



10.

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi
Manusia Papua (ELSHAM Papua)

Telp: (0967) 581600

e-mail: elshamnewsservice@gmail.com

KPKC Sinode GKI di Tanah Papua
JIn. Argapura No.09, Kota Jayapura, Papua
99122

Lembaga Advokasi Perlindungan
Perempuan (eL_AdPPer) Merauke
Jalan Kimaam No. 02, Kelurahan Maro, Kab.
Merauke

Telp. +62 822-391-5504

Email: eladpper@gmail.com
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